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ABSTRACT

Depok is a city that is directly adjacent to the State Capital Jakarta. We know the
city very narrow and very expensive housing land, the people’s choice is certainly suburb
of the city that faced Depok. People in the sense of disappointment in the management of
IMB, ranging from problems of slow and obscurity until the problem. convoluted procedure
is coupled with process information that is not clear and always float, eventually the
certainty of always not found. This research conducted with qualitative methods, collecting
data through interviews, observation and in-depth discussions with informants who
are directly related to the issuance of IMB service process, from the entire city of Depok
regional organizations involved in the publishing process IMB. The results showed that the
application of Electronic Government in the process of publishing Building Permit (IMB) in
Depok in West Java has not applied thoroughly and with a system that has not integration.
Implementation of Electronic Government in the work units involved in the process of IMB
also yet thoroughly and also not maximized in the improvement of work processes (Business
Process reengineer). Information Technology applications and infrastructure used in the
process of issuing building permit was not optimal in helping the process of IMB. This study
also shows the weakness of the role and functions of the organization which accountability
in the application of information technology, lack of commitment in the implementation of
electronic government, the difficulty of doing business systems integration services network
IMB).

Keywords: electronic government, business process reengineer.

ABSTRAK

Depok merupakan Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara Jakarta.
Diketahui Kota Jakarta yang sangat sempit dan sangat mahal lahan perumahan, pilihan
masyarakat tentunya kota pinggiran Kota Jakarta yakni Depok. Masyarakat dihadapkan
pada rasa kekecewaan dalam pengurusan IMB, mulai dari permasalahan lambat dan ketidak
jelasan sampai pada masalah prosedur yang berbelit belit. Keadaan ini ditambah lagi dengan
informasi proses yang tidak jelas dan selalu mengambang, akhirnya kepastian selalu tidak
ditemukan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan diskusi mendalam dengan informan yang berhubungan langsung
dengan proses pelayanan penerbitan IMB, dari seluruh organisasi perangkat daerah Kota
Depok yang terlibat dalam proses penerbitan IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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penerapan  Electronic ~ Government
dalam  proses  penerbitan  Izin
Mendirkan Bangunan (IMB) di Kota
Depok Provinsi Jawa Barat belum
diterapkan secara menyeluruh dan
dengan sistem yang belum terintegrasi.
Kemudian  penerapan  Electronic
Government di dalam unit kerja yang
terlibat penerbitan

IMB juga belum secara menyeluruh

dalam proses

dan juga belum maksimal dalam
melakukan perbaikan proses kerja
(Business Process Reenginering).
Aplikasi dan infrastruktur Teknologi
Informasi yang dipergunakan dalam
proses penerbitan IMB tidak maksimal
dalam membantu proses penerbitan
IMB. Hasil penelitian ini juga
memperlihatkan lemahnya peran dan
fungsi organisasi yang bertanggung
jawab dalam penerapan teknologi
informasi, lemahnya komitmen dalam
penerapan

sulitnya melakukan integrasi sistem

electronic ~ government,

kerja jaringan pelayanan IMB.

Kata kunci: electronic government,

perbaikan proses kerja

PENDAHULUAN

Dalam paradigma new public service
pelayanan yang dilakukan birokrasi
memandang masyarakat bukanlah pada
pelanggan (customer) tetapi melayani
masyarakat sebagai warga negara (citizen).
Pertama Konsep pelanggan berbeda
dengan warga negara, terutama pada
implikasinya. Melayani warga negara,
berarti birokrasi lebih bertanggung jawab
dibandingkan hanya melayani pelanggan.
Warga negara membayar pajak, jadi harus
dilayani lebih baik daripada dipandang
sebagai pelanggan. Hal ini karena
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pembayar pajak merupakan penyumbang
terbesar bagi biaya pelayanan publik oleh
birokrasi. Kedua: Semangat yang ada
dalam birokrasi publik ketika berhadapan
dengan pengguna jasa bukanlah “how to
steer” tetapi “how to serve”.

Ketiga: birokrasi pemerintah
haruslah berpikir secara strategis (think
strategically) dan bertindak demokratis
(act democratically) dalam mewujudkan
pelayanan publik yang baik. Keempat:
harusnya ada perjanjian antara birokrasi
pemerintah  sebagai  penyedia  jasa
layanan dengan warga negara (bukan
pelanggan) sebagai pengguna jasa.
Perjanjian ini dikenal dengan citizen
charter, bukan customer charter yang
memberikan kepastian pada pengguna
jasa (warga negara, bukan pelanggan)
untuk memperoleh pelayanan standard
dengan segala konsekuensinya bila ketika
pelayanan tersebut tidak didapatkannya
(Denhardt, 2003;45). Dan oleh karenanya
mendesak diterapkannya New Public
Service Paradigm.

Dalam fakta empirik penyelenggaraan
pelayanan perizinan yang dilaksanakan
oleh aparatur birokrasi Indonesia masih
banyak muncul permasalahan, mulai
dari berbelit belit, ketidak-jelasan proses
sampai sulitnya akses pelayanan diperoleh
dan tidak efisien dan efektif dalam
menyelenggarakan pelayanan. Fenomena
ini muncul dari berbagai penyebab mulai
dari buruknya sistem penyelenggaraan
pelayanan, ketersediaan sumber daya
manusia sampai persoalan teknologi yang
dipergunakan. Banyak penyebab yang bisa
dijadikan alasan seperti penyelenggaraan
pelayanan melibatkan banyak instansi
atau agen pemerintah. Pelayanan perizinan
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bukan hanya monopoli pemerintah tetapi
dapat juga diserahkan oleh pihak lainnya
dalam hal penyedia jasa pelayanan.
Penyelenggaraan pelayanan dijalankan
dengan sistem kerja yang masih jauh
dari harapan masyarakat sebagai pihak
yang dilayani. Masyarakat dalam
memperoleh pelayanan selalu dihadapkan
pada ketidakpastian prosedural, dan
berbelit belit, serta sulitnya mengakses
pelayanan dari instansi yang satu ke
instansi pemerintah yang lainnya. Proses
penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan
dengan cara yang masih manual, dan
masih banyak yang belum menerapkan

pelayanan dengan bantuan teknologi
komputer. Dalam pelayanan kepada
masyarakat dengan  mempergunakan

teknologi sekarang ini sudah kebutuhan
yang sangat mendasar agar pelayanan
dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat
dan mandiri dan mudah diakses.

Penyelenggaraan  pelayanan  Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) melibatkan
banyak  instansi  pemerintah  dan
antarinstansi pemerintah penyelenggara
pelayanan masih terlihat ego sektoral
sehingga tidak merasakan bahwa satu sama
lainnya merupakan sub sistem dari sistem
yang besar yakni sistem penyelenggaraan
pelayanan. Dalam proses penerbitan IMB
banyak pihak atau instansi pemerintah
daerah yang terlibat. Dalam menerbitkan
izin mendirikan  bangunan  (IMB),
khususnya pada IMB perumahan harus
menempuh prosedur yang sangat panjang
mulia dari aparat terendah setingkat RT/
RW sampai di tingkat Wali kota. Dalam
proses penerbitan IMB juga banyak
instansi yang terlibat di mana instansi
utama: Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinanan Terpadu Instansi
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terkait lainnya: Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Tata ruang dan Permukiman, dinas
Pendapatan Daerah, Kantor Bappeda,
Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Satpol
PP dan Ketertiban, Bagian Hukum.
Semua Badan, Dinas, Kantor, Bagian
yang terlibat dalam pengurusan ini adalah
yang dalam lingkup Pemerintah Kota
Depok dan Pejabat yang menandatangani
adalah Wali kota/Bupati/Gubernur. Dalam
hal memenuhi syarat administrasinya
sudah banyak instansi yang terlibat,
begitu juga dalam proses penerbitannya
sehingga cenderung berbelit-belit dan
tidak pasti dalam prosedur dan sulitnya
pelayanan itu sendiri diakses pada proses
di masing-masing instansi. Namun satu
instansi dalam satu proses pelayanan
sangat tergantung dengan instansi lainnya.
Penerapan teknologi informasi atau lebih
dikenal dengan electronic government
dalam proses penyelenggaraan pelayanan
penerbitan IMB dilaksanakan secara
menyeluruh dan terintegrasi. Diharapkan
proses  berbelit-belit dan terkadang
tumpang tindih serta sulit untuk diakses
antarunit kerja yang terlibat dalam proses
penerbitan IMB dapat dikurangi.

Dalam melaksanakan proses
penerbitan izin mendirikan bangunan
di Kota Depok dilaksanakan oleh suatu
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan
harapan dapat dilakukan penyederhanaan
proses  perizinan  penerbitan  izin
mendirikan bangunan (IMB). Penerapan
electronic government pada BPMP2T
dan instansi lainnya yang terlibat dalam
proses penerbitan IMB perlu terus
dikembangkan secara menyeluruh
dan terintegrasi. Penerapan electronic
government pada proses pelayanan IMB
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di BPMP2T Kota Depok masih bersifat
parsial dan lokal belum terkoneksi
antarunit kerja. Masing-masing unit kerja
membangun infrastruktur sendiri sendiri
untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
sehingga integrasi fungsi infrastruktur
teknologi belum berjalan dengan baik.
Fungsi infrastruktur teknologi informasi
yang tersedia belum memadai untuk dapat
memacu perbaikan proses pelayanan
penerbitan IMB. Infrastruktur electronic
government yang dipakai masih sederhana
dan belum dapat terkoneksi dan terintegrasi
satu sama lainnya.

Penerapan electronic  government
setidaknya dapat membantu dalam
pelayanan penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan, di mana electronic government
merupakan otomatisasi sistem
administrasi  pelayanan.  Diharapkan
pelaksanaan perizinan IMB dengan cepat
dan mudah diakses oleh masyarakat.
Namun Demikian program pelaksanaan
electronic government di Kota Depok
masih tergolong lambat perkembangannya
jika dibandingkan dengan pesatnya
perkembangan  teknologi  informasi
sekarang yang digunakan oleh masyarakat.
Berbagai kendala teknis maupun non-
teknis masih terjadi dalam penerapan
electronic cgovernment di Kota Depok.

Dari pembahasan di atas, peneliti
dapat merumuskan masalah (Problem
Statement) dengan mengacu pada latar
belakang yang telah diuraikan di atas yaitu.

* Masyarakat masih sulit memperoleh
akses pelayanan IMB pada unit kerja
yang terlibat dalam proses penerbiatan
IMB. Masyarakat juga kesulitan
dalam akses informasi tentang proses
penerbitan IMB yang sedang berjalan
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di masing-masing unit kerja yang
terlibat dalam proses IMB.

+ Keterbatasan infrastruktur
teknologi  informasi dalam  unit
kerja pelayanan IMB. Keterbatasan
dalam hal infrastruktur fisik sampai
pada keterbatasan fungsi integrasi
operasional infrastruktur itu sendiri.

* Lemahnya  dukungan  kebijakan
pimpinan daerah atau pimpinan unit
kerja dalam penggunaan Teknologi
Informasi di Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPMP2T) dalam mempercepat proses
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB). Komitmen antarpimpinan unit
kerja untuk menerapkan electronic
government pada proses pelayanan
IMB masih lemah.

* Masih ada bagian dari proses
Proses pelayanan IMB pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMP2T)
dilaksanakan dengan cara manual dan
ditangani oleh Pegawai yang minim
pegetahuan dan kemampuan teknis
dalam operasionalisasi teknologi
informasi pada proses penerbitan
IMB.

Pengembangan Standart Operating
Procedure (SOP) dalam proses penerbitan
IMB di Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).
SOP masih bersifat umum dan belum
terperinci serta belum dijadikan dasar
dalam pengembangan aplikasi pelayanan
perizinan. Maksimalisasi dalam
pemanfaatan portal tunggal sebagai
media komunikasi antarunit kerja dalam
proses penerbitan IMB dan juga media
komunikasi dengan masyarakat.
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Penelitian ini  bertujuan  untuk
mengkaji  dan  mendalami  guna
membangun atau menemukan konsep baru
pelayanan publik dan pengembangan teori
administrasi publik untuk pengembangan
[lmu administrasi publik sehingga dapat
memperkuat paradigma new public service
dalam Ilmu administrasi publik.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif deskriptif dengan metode
observasi di lapangan di mana peneliti
melakukan observasi dengan cara
interaksi sosial yang intensif antara
peneliti dengan petugas yang melakukan
pelayanan IMB. Metode ini peneliti
anggap sangat tepat dalam mengkaji
pelaksanaan  electronic  government
dalam proses pelayanan IMB di Kota
Depok serta dengan metode ini juga
peneliti lebih banyak terlibat dalam
proses penerbitan IMB. Dengan selama
priode ini data yang diperoleh peneliti
kumpulkan secara sistematis dan hati-
hati agar tidak tumpang tindih satu
sama lainnya. Dalam hal ini peneliti
berbaur dalam objek penelitian pada
instansi Kota Depok yang terlibat dalam
penerbitan IMB, peneliti berusaha dapat
diterima oleh lingkungan pemerintah
Kota Depok khususnya dalam instansi
yang terlibat penerbitan IMB. Hal ini
peneliti lakukan agar mempermudah
interaksi dan mempermudah peneliti
dalam mengumpulkan data. Dengan
kemampuan dan kecakapan sosial
dan hubungan yang harmonis dalam
penelitian 1ini, maka peneliti dapat
dengan mudah memperoleh informasi
dan data dari objek penelitian.
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Para Kepala Satuan Perangkat daerah
dan Petugas yang mengetahui proses
penerbitan IMB merupakan informan
dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari program
electronic government adalah
menggunakan  teknologi  informasi
dan komunikasi untuk menyediakan
layanan pemerintah kepada warga
sedemikian rupa bahwa warga negara
mengaksesnya tanpa peduli tentang
struktur pemerintahan. Dia harus dapat
mengakses layanan dari satu titik akses
meskipun fakta bahwa pemenuhan
layanan mungkin memerlukan masukan
dari lebih dari satu departemen
pemerintah. Mencapai keadaan seperti
itu memerlukan interoperabilitas sistem
informasi pemerintah dengan koordinasi
yang kuat dari semua organisasi yang
terlibat.

Pemenuhan visi Electronic
Government  pelayanan  pemerintah
seperti “ One stop” (terpadu satu pintu)
akan tergantung pada peningkatan
integrasi vertikal dan horisontal operasi
dan layanan pemerintah. Kerja sama
dan informasi yang saling membagi
sangat dibutuhkan dalam pengambilan
keputusan, dalam pengambilan
keputusan tentunya dibutuhkan informasi
yang cukup sehingga keputusan tepat
kepada tujuannya. Berbagi informasi
dalam proses pelayanan penerbitan IMB
di Kota Depok masih dirasakan kurang
sehingga tidak jarang ditemukan unit
kerja yang satu dengan yang lain tidak
mengetaui sudah sampai di mana proses
penerbitan izin dalam kapasitas masing-
masing.
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Alur  Proses  Penerbitan  Izin
Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan
oleh BPMP2T sebagai berikut.

Dalam proses penerbitan IMB diawali
dari mendatangi BPMP2T untuk meminta
penjelasan dan formulir yang diperoleh
gratis dari meja pelayanan. Formulir yang
diberikan berbeda berdasarkan peruntukan
bangunan yang akan diterbitkan IMB.
Penerbitan IMB diawali dari meminta
persetujuan tetangga kiri dan kanan
dan diketahui oleh Rukun Tetangga/
Rukun Warga (RT/RW) di mana konsep
persetujuan tersebut sudah ada dalam
formulir yang diambil pada BPMP2T pada
meja pelayanan. Dalam formulir tersebut
setelah diisi oleh pemohon maka dipenuhi
syarat-syarat yang tertera pada Tabel 5.1
di atas. Syarat-syarat yang akan dipenuhi
tentunya berhubungan dengan Instansi
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Kota Depok yang lainnya seperti:

1. Izin Pemanfaatan Ruang
Pengurusannya di Dinas Tata Ruang
dan Permukiman.

2. SitePlan Kepengurusannya di Dinas
Tata Ruang dan Permukiman.

3. Dokumen Analisis Dampak
Lingkungan Pengurusannya di Badan
Lingkungan Hidup.

4. Bukti Kepemilihan Kepengurusannya
di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

IPR adalah Izin yang diberikan
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi
atau badan hukum untuk menggunakan
tanah dengan luas tertentu yang
dimaksudkan agar penggunaan tanah
sesuai dengan Rencana Tata Ruang
atau setidaknya tercapai keserasian dan
optimasi pemanfaatan ruang.

Tabel 1.
Instansi yang terlibat dalam Proses Penerbitan IPR dan Site Plan

sebagai syarat mengurus IMB.

No Instansi Output Site Plan
1 Dinas Pemadam Keba- | Rekomendasi Sarana Kebakaran Tertuang dalam Site
karan berupa tata letak Groud tank Plan
2 Dinas Kebersihan dan | Serah terima tanah pemakaman Tidak tertuang dalam
Pertamanan umum (TPU) 2 % dari total lahan Site Plan
yang diajukan (khusus Perumahan)
3 Dinas Perhubungan Rekomendasi tentang Lalu lintas, Tertuang dalam gam-

yang berkaitan dengan penggunaan
jalan masuk ke perumahan

bar dalam Site Plan.

4 Dinas Bina Marga dan
Sumber daya Air

Rekomendasi ketersediaan Drainase
dalam penanggulangan Banjir

Tertuang dalam gam-
bar di Site Plant.

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2014.
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Pada Pengurusan IPR memakan waktu
yang cukup lama hal ini disebabkan,
semua instansi di atas yang terlibat
harus melakukan tinjauan lapangan serta
mengkaji perbidang tugasnya yang akan
dituang dalam SitePlan.

Dalam Proses berikutnya adalah
pengurusan dokumen Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL), tentunya
dalam proses penerbitan Dokumen
AMDAL tidak banyak instansi yang
terlibat cukup hanya Badan Lingkungan
Hidup. Dalam Penyusunan Dokumen
AMDAL, pemohon selaku pemrakarsa
AMDAL mengajukan sendiri rencana
pelestarian lingkungan hidup. Tata letak
dan konsep ruang terbuka hijau yang
direncanakan oleh pemohon. Kemudian
Badan Lingkungan Hidup melakukan
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kajian yang melibatklan tenaga ahli baik
dari intansi Badan Lingkungan Hidup
atau juga Ahli lingkungan hidup dari
luar seperti Universitas atau konsultan
lingkungan hidup swasta. Hasil yang
dikeluarkan adalah berupa dokumen
Analisis lingkungan hidup, sekumpulan
kajian kajian lingkungan dan dampak
yang diperoleh dari pemohon selaku
pemrakarsa AMDAL, dokumen ini
untuk perumahan yang luasnya di atas 2
hektar dan dokumen AMDAL langsung
ditandatangani oleh Wali kota, jika
kurang dari 2 hektar cukup Kepala Badan
Lingkungan Hidup yang menandatangani
dokumen AMDAL tersebut. Sementara
jika  perumahan tunggal dokuemen
AMDAL lebih sederhana dan memakan
proses penerbitan yang singkat:

Server Aplikasi dan Data Perizinan
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Proses di atas merupakan proses
pengajuan penerbitan IMB dengan model
dual proses yaitu:

* Di mana dalam hal ini pemohon
masyarakat selaku pemohon datang
langsung ke loket untuk meminta
keterangan syarat-syarat permohonan
IMB dan format yang telah disediakan
oleh loket. Permohonan lengkap maka
permohonan diterima oleh petugas
loket.

* Proses selanjutnya loket menyerahkan
berkas yang telah dinyatakan lengkap
kepada petugas di Badan Penanaman
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
untuk diproses.

* Dalam proses di Badan Penanaman
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu,
petugas melakukan input data ke
dalam sistem aplikasi Perizinan.

Dari proses tersebut pemohon tidak
dapat mengakses atau melakukan input
data sendiri melalui jalur online. Dengan
demikian proses penerbitan IMB di Kota
Depok masih bersifat offfine belum online.
Pelayanan proses penerbitan IMB masih
pada posisi dual sistem. Untuk melakukan
pelayanan secara online masih belum siap
dilaksanakan, walau rencana kearah online
dalam waktu dekat dapat dilaksanakan. Hal
ini dilakukan disebabkan perlu dilakukan uji
cobaaplikasi yang baru saja selesai dirancang
dan diimplementasikan. Kemudian aplikasi
sistem perizinan masih perlu penambahan
dan penyempurnaan konten yang ada di
dalamnya sebelum dilaksanakan secara
online. Aplikasi offline namun dapat diakses
oleh beberapa satuan kerja lain melalui jalur
Local Area Network (LAN), dan aplikasi
ini telah terintegrasi pada sebagian aplikasi
lainnya yang ada di Badan Keuangan
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Daerah (BPKAD) dan satuan kerja teknis
Kota Depok. Dengan demikian satuan kerja
teknis dapat melakukan input dokumen
rekomendasi teknis yang telah dikeluarkan
kepada pemohon, di samping pemohon
juga menerima dokumen tersebut untuk
diserahkan kepada loket pelayanan. Untuk
menyempurnakan pelayanan IMB secara
online perlu dilakukan Business Process
Reengineering (BPR) secara menyeluruh
untuk satuan kerja. Electronic government
di Kota Depok masih dalam tahap
pengembangan sistem dan terus dilakukan
perbaikan pada sistem dan aplikasi yang ada.

Business  Process  Reengineering
(BPR) sebuah konsep perbaikan proses
IMB untuk dapat meningkatkan pelayanan
IMB. Namun mengingat pelayanan publik
bukan hanya diatur oleh pihak eksekutif
tetapi juga melibatkan legislatif. BPR
membutuhkan proses kerja baru di mana
layanan pemerintahan perizinan IMB
harus terintegrasi pada layanan yang
terintegrasi dalam sistem yang lebih
baik. Proses kerja harus terus menerus di-
review terus menerus dan secara reguler
dilakukan. Namun perubahan proses kerja
dalam penerbitan IMB tidaklah mudah hal
ini disebabkan proses IMB telah diatur
dalam sebuah peraturan daerah yang
dalam proses penyusunannya melibatkan
eksekutif dan juga legislatif. Inisiatif
untuk pembaharuan proses kerja yang
lahir dari pimpinan perangkat daerah
menempuh jalan yang panjang, dan
tentunya membutuhkan kekuatan politik
untuk dapat melakukan perubahan proses
kerja penerbitan IMB.

Implementasi  konsep  pelayanan
IMB dengan konsep “one stop shop”
merupakan langkah awal yang baik
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dalam melakukan perubahan pada proses
kerja penerbitan IMB. Implementasi
konsep, “one stop shop” bertujuan
untuk menyederhanakan peroses serta
menuju proses yang terintegrasi atau
terpadu. Diharapkan BPMP2T mampu
untuk mengintegrasikan semua konsep
pelayanan yang selama ini terpecah dan
tersebar dari berbagai intstansi lainnya.
BPMP2T dalam menjalankan fungsiunya
juga diatur dalam peraturan daerah,
sehingga perubahan proses pelayanan IMB
dalam BPMP2T juga memiliki jalan yang
panjang. Oleh sebab itulah inisiatif untuk
perubahan proses kerja dalam BPMP2T
bahkan sama sekali tidak muncul, hal ini
disadari oleh pimpinan BPMP2T untuk
merubah proses kerja dalam organisasi ini
membutuhkan jalan yang panjang. Pada
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kenyataan proses proses penerbitan IMB
sangat rumit dan dapat dilihat pada alur
proses penerbitan IMB di atas.

Dalam kaitan proses penerbitan IMB
yang sangat rumit di atas dibutuhkan
Business Process Reengineering (BPR)
dalam proses penerbitan IMB. Dengan
berpegang pada metodologi Business
Process  Reengineering (BPR) yang
telah dijelaskan di atas pada (gambar
3:  Metodologi  Business  Process
Reengineering (BPR). Perubahan
yang diharapkan dalam implementasi
Business Process Reengineering (BPR)
dan implementasi electronic governmnt
dalam proses penerbitan IMB seperti pada
gambar (Rodrigo L. Martin and Jorge M.
Montagna,2006: 6).
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Gambar 2

Kondisi eksisting Proses Penerbitan IMB .(Sumber : Rodrigo L. Martin and Jorge M.
Montagna,2006 :6)

Pada gambar di atas terlihat bahwa
authority 1, authority 2, dan authority
3, adalah satuan perangkat daerah yang
memiliki kewenangan dalam menerbitkan
syarat syarat pengurusan IMB seperti: [IPR
oleh dinas Tata ruang dan permukiman
(TARKIM), Dokumen Analisis dampak

lingkungan AMDAL (Badan Lingkungan
Hidup), Adminsitrasi  kependudukan
(Capilduk) dan Surat Kepemilikan
lahan (BPN). Masing masing satuan
kerja memiliki atoritas dan kewenangan
sesuai tugas masing-masing. Dan masing
masing memiliki proses penerbitan
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dokumen syarat IMB, sehingga Business
Process Reengineering (BPR) juga harus
menyentuh semua satuan kerja yang
terlibat dalam syarat IMB. Kemudain
dilakukan Business Process Reengineering
(BPR) serta diterapkannya One Stop
e-government (OSG) proses pelayanan
IMB dapat terintegrasi antara satuan kerja
yang terlibat dalam penerbitan IMB seperti
TARKIM, BAPEDALDA, CAPILDUK,

Fror Office + Bac Office

i—» Portal |[4——!

Authority 2 Redesigned
process
. Process (B
Authority n
Process
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dan BPN. Integrasi antarsatuan perangkat
daerah  sangat ~membantu  dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pelayanan. Integrasi juga
diharapkan dapat membangun sebuah
sistem pelayanan IMB yang lebih tertib
dalam penyimpanan dokumen dan juga
dapat membagi (file sharing) pada satuan
kerja lainnya.

Integration

Functional
areas with
no concept
of process

Authority 1

Gambar 3

Implementasi BPR dan OSG pada Proses Penerbitan IMB (Sumber: Rodrigo L. Martin and Jorge
M. Montagna,2006: 6)
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Gambar 4

Hasil yang diharapkan Business Process Reengineering (BPR) dalam Electronic Government.
(Sumber: Rodrigo L. Martin and Jorge M. Montagna,2006: 6)

Dalam gambar 3 di atas setelah
dilaksanakan Process
Reengineering (BPR) pada semua satuan
kerja yang terkait IMB, hasil dari ini

Business

adalah proses terintegrasi antarsatuan
kerja (One Stop e-Government (OSQ).
Dalam kondisi sekarang proses penerbitan
IMB di Kota Depok belum sepenuhnya
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terintegrasi  dalam  sebuah  sistem
yang dapat diakses oleh satuan kerja.
Perencanaan pengembangan electronic
government sudah diarahkan ke One Stop
E-governmen. Integrasi merupakan tujuan
dari pelayanan terpadu satu pintu atau One
Stop E-governmen. Hasil yang diharapkan
dengan dilaksanakannya Business Process
Reengineering (BPR) dalam penerapan
electronic government dapat diilustrasikan
pada gambar 4.

Dari beberapa ilustrasi di atas secara
konseptual telah dijelaskan dan juga
bagaimana implementasinya dalam proses
penerbiatan IMB di Kota Depok, sehingga
dapat terlihat sampai di mana Depok
dalam pelaksaan electronic government.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti, dari berbagai sumber informasi
yang dijadikan sebagai informan bertugas
di institusi pemerintah kota Depok. Dalam
hal ini informan tersebut berasal dari intansi
pemerintah daerah yang terlibat langsung
dalam proses penerbitan IMB. Informan
menjawab berbagai pertanyaan dengan
jawaban yang cenderung berbeda beda
namun mengarah pada inti jawaban yang
hampir sama. Pada Tema (T1) Business
Process Reengineering (BPR), informasi
dari informan banyak menjelaskan bahwa
pelaksanaan perubahan proses penerbiatan
IMB, bukanlah pekerjaan mudah dan
mereka menjelaskan bahwa aturan proses
kerja merupakan aturan yang baku yang
telah dituang dalam Peraturan daerah.
Peraturan daerah yang ada bukan hanya
mengatur proses penerbiatan IMB saja tetapi
juga pengaturan masing-masing institusi
yang terlibat dalam proses penerbitan IMB.

Dalam hal ini peneliti telah
melakukan observasi dan wawancara di
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mana seorang informan dari BPMP2T
(I1) yakni pertanyaan mengenai Business
Process  Reenginering (BPR) (T1)
dengan isi pertanyaan (P1) berupa Jika
melihat SOP yang ada sekarang, apakah
bapak memiliki gagasan atau ide untuk
perubahan SOP untuk proses kerja yang
lebih sederhana?, informan memberikan
keterangan,” Sejak saya bertugas di sini
pernah dirubah SOP nya dan SOP yang
ada sangat jarang untuk ditinjau ulang.
Walau Perda yang mengatur IMB telah
diubah tetapi SOP tetap aja.”. Dan belum
terpikir oleh kami untuk melakukan
perubahan SOP yang ada.”’Bahkan kami
juga belum pernah membahas perubahan
SOP yang ada sekarang. SOP yang ada
sekarang merupakan amanat peraturan
daerah tentang IMB dan sesuai dengan
Tugas pokok dan fungsi kantor kami”.!
Perubahan dalam proses penerbiatan IMB
belum pernah mereka lakukan, dengan
penjelasan bahwa perubahan itu bukan lagi
bagian dari institusi ini, namun demikian
mereka juga berusaha memperbaharui
proses kerja di BPMP2T, yang masih
kewenangan mereka dengan menerapkan
sistem teknologi, sehingga memudahkan
perubahan proses kerja. Namun ini juga
bersifat inisatif dalam rangka perubahan
proses kerja yang lebih efisien. Pimpinan
tertinggi  dalam  BPMP2T  sangat
menganjurkan perubahan proses kerja
dalam setiap proses penerbitan Perizinan,
namun keinginan tersebut tidak didukung
dengan sumber daya dana yang memadai.
Begitu juga halnya dengan informan yang
berasal dari intansi lainnya seperti Dinas

1 Hasil wawancara dengan informan yang
bertugas sebagai staf yang menangani
pelayanan Teknologi Informasi di kantor
BPMP2T,pada senin tanggal 13 januari 2014.
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Tata Ruang dan Permukiman (TARKIM)
(I2) dengan tema pertanyaan mengenai
Business Process Reenginering (BPR) (T1)
dengan pertanyaan,”’Dalam penerbitan
IMB instansi Tarkim mengeluarkan
rekomendasi SitePlan dan IPR. Bagaimana
Pandangan Suadara jika [PR dihapus agar
Proses penerbitan IMB lebih Sederhana?
(P1),”informan memberikan penjelasan
sebagai berikut,” Menghapus IPR itu tidak
mungkin mengingat [PR itu ada Peraturan
Wali kota No. 14 thn 2013 tentang tata cara
pengajuan IPR dan pengesahan Siteplan.
Ini yang kami jalani sebagai dasar untuk
melakukan kegiatan proses penerbitan
IPR dan SitePlan. Kami menjalankan
peraturan wali kota, dan instansi kamilah
yang ditunjuk sebagai intansi teknis
untuk menjalankan peraturan tersebut.
IPR itu penting sekali untuk melakukan
penataan ruang dan siteplan merupakan
detail penata ruang. Di mana masyarakat
sebagai pemohon menyusun sendiri
siteplannya dan kami hanya memeriksa
dan  mengesahkan siteplannya aja.
Sementara IPR merupakan rekomendasi
teknis yang kami keluarkan. Siteplan
dan IPR ini syarat untuk menerbitkan
IMB. Peraturan Wali kota inilah sebagai
Standart Operating Prosedur kami dalam
menerbitkan PR dan siteplan sebagai
syarat IMBZ? Perubahan proses kerja
sangat jarang mereka lakukan dengan
alasan, bahwa Dinas TARKIM hanya
menjalankan amanah dari peraturan Daerah
tentang Tugas pokok dan fungsi mereka.

2 Hasil Wawancara dengan kepala sub bagian
Tata ruang di Dinas tata Ruang dan Permukiman
Kota Depok pada rabu tanggal 22 Januari 2014
di Kantor Dinas Tata ruang dan Permukiman.
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Perubahan proses kerja pada penerbiatan
IMB hanya dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah.
Pada prinsipnya perubahan tidak mengarah
pada penghapusan fungsi Dinas TARKIM
dalam proses penerbitan IMB. Perubahan
proses kerja yang berkaitan dengan
penerbitan IMB adalah yang menyangkut
proses kerja dalam mempermudah cara
kerja, berupa menerapkan teknologi
informasi, seperti pemetaan dalam
penyusunan Site Plan dengan aplikasi
komputer. Dengan aplikasi ini proses
kerja penyusunan Site Plan menjadi cepat
prosesnya dan akurat dalam perhitungan
luas bangunan. Jawaban yang hampir
sama juga ditemukan pada intansi lainnya
seperti, dinas Lingkungan hidup dengan
pertanyaan (P1) berupa,” Berdasarkan
SOP yang ada, instansi Lingkungan hidup
ikut dalam Proses Penerbitan IMB, yaitu
Amdal, uPL/UKL, guna penyederhanaan
Proses kerja bagaimana tanggapan
Bapak jika fungsi ini diserahkan kepada
BPMP2T.?,”  informan  memberikan
jawaban yang hampir sama yaitu,”
Lingkungan Hidup merupakan hal yang
sangat penting, dalam kajian lingkungan
hidup membutuhkan tenaga teknis yang
ahli serta melibatkan banyak ahli dari luar
instansi pemerintah. Untuk itu kaian atau
Analisis lingkungan hidup tidak mungkin
diserahkan kepada intansi lain seperti
BPMP2T. Namun secara proses pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan
Analisis Lingkungan Baik UPL/UKL,
kami juga telah mendirikan pos pelayanan
yang sama dengan BPMP2T di lantai
bawah. Untuk kewenangan ini diserahkan
kepada BPMP2T secara proses pelayanan
itu  memungkinkan, dan ini sudah
mengarah kesitu. Namun secara teknis



DHARMA PRAJA

tidak memungkinkan diserahkan kepada
BPMP2T, kepala dinas bertanggung
jawab penuh dalam dokumen analisis
lingkungan seperti Surat Pertanyataan
Pengelolahan Lingkungan (SPPL) dari
masyarakat yang berdampak kecil seperti
perumahan atau rumah tinggal tunggal.
Namun jika berdampak besar seperti
Pabrik yang membutuhkan AMDAL luas,
ini langsung yang menandatangani adalah
Wali kota,”. Begitu juga halnya dengan
informan yang berasal dari unit kerja Bina
Marga dan Sumber daya Air pada tema
Business Process Reenginering (BPR)
(P1) dengan pertanyaan (P1),”Bagaimana
tanggapan Bapak, jika disederhanakan
proses penerbitan IMB.?,’. informan
memberikan jawaban sebagai berikut,”
Proses Penerbitan IMB itu adalah
dijalankan berdasarkan aturan berupa
peraturan daerah, kalo merubah atau
menyederhanakan proses IMB bisa saja.
Asalkan dirubah dulu peraturan daerah
yang mengatur tentang IMB?. Sebenernya
aturan tentang proses IMB sekarang cukup
kompleks namun dalam prosesnya sering
banyak kendala yang berakibat pada
proses IMB itu menjadi lambat dan tidak

Menyederhanakan proses IMB jangan
berakibat melanggar aturan, aturannya
sebaiknya diperbaiki dulu. Saya belum
pernah denger terjadi penyederhanaan
Proses IMB. Karena IMB pengaturan
tentang penggunaan ruang, persoalan
ruang semakin hari semakin kompleks,”.
Dari informaasi beberapa informan yang

3 Hasil wawancara dengan salah satu staf Badan
Lingkungan Hidup yang menangani proses
penerbitan AMDAL,pada 25 Januari 2014 di
Kantor Badan Lingkungan hidup Kota Depok.
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berasal dari beberapa unit kerja yang
terlibat dalam proses penerbitan IMB,
dapat dihimpun bahwa Dalam melakukan
pekerjaan yang berkaitan dengan proses
penerbitan IMB adalah peraturan daerah
yang mengatur tentang tugas pokok
mereka. Perubahan dalam proses kerja
lebih pada penekanan penggunaan alat
bantu berupa teknologi informasi baik
perangkat keras maupun perangkat lunak
untuk  mempermudah  menyelesaikan
pekerjaa. Badan Lingkungan Hidup
sendiri bahkan mengakui sama bahwa
mereka sekali belum mencoba melakukan
rancangan perubahan proses kerja, mereka
juga belum memiliki rencana penggunaan
alat kerja berupa teknologi informasi untuk
memudahkan pekerjaan dalam menyusun
AMDAL bagi pemohon IMB.

Namun berbeda informasi yang
diperoleh dari informan yang berasal
dari Dinas Komunikasi dan Informatika
(I4) tentang tema Business Process
Reenginering (BPR) (T1) dari pertanyaan
(P1) Dalam Penerbitan IMB banyak Intansi
terlibat. Bagaimana Pandangan Bapak
jika proses ini diintegrasikan?,”’informan
memberikan keterangan sebagai berikut,”
Dalam Proses penerbitan IMB secara
langsung Badan Informasi dan Komunikasi
tidak terlibat langsung. Namun seharusnya
aplikasi yang dipergunakan oleh Instansi
yang terlibat dalam proses IMB, idealnya
kami yang merancang secara teknis
program aplikasi dengan melibatkan
mereka instansi pengguna. Namun pada
kenyataan masing masing perangkat daerah
membuataplikasinyasendiri sendiri. Untuk
itu kami telah membuat suatu dokumen
kajian yang mengkaji dan menganalisis
integrasi data dari semua aplikasi di semua
organisasi perangkat daerah. Integrasi
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proses IMB hanya bisa melalui IT. Dan
yang paling memungkinkan untuk hal ini
dilakukan oleh kami dinas informasi dan
komunikasi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi ini.,”. Dinas Komunikasi dan
Informatika tidak terlibat dalam proses
pelayanan penerbitan IMB, namun unit
kerja ini bisa memberikan pelayanan yang
bersifat teknis dalam penerapan teknologi
informasi untuk mempercepat proses
pelayanan IMB. Unit klerja ini merupakan
Back office dari pelayanan IMB, melalui
integrasisemuaaplikasiyang dipergunakan
oleh unit kerja pelayanan IMB. Unit kerja
pelayanan IMB tidak perlu memikirkan
atau mengusahakan adanya perangkat
keras dan perangkat lunak Teknologi
Informasi yang dipakai untuk penerbitan
IMB, semua dapat ditangani oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Sulitnya  melakukan  perubahan
proses kerja yang dilakukan oleh
pimpinan unit kerja yang berkaitan
langsung dengan proses penerbitan
IMB, hal ini akibat dari adanya aturan
yang baku yang cukup tinggi kedudukan
hukumnya dalam proses kerja penerbitan
IMB. Seeperti yang dijelaskan diatas oleh
ekon indrajid bahwa fokus perubahan
harus pada perbaikan proses, Bersifat
fundamental  (mendasar),  Bersifat
radikal, dan dramatisir. Berdasarkan
hasil wawancara perubahan yang bersifat
tersebut, dilakukan dengan pelan-pelan

5 Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang
pengembangan Teknologi Informasi Pada Dinas
Informatika dan komunikasi Depok pada kamis
tanggal 23 januari 2014 di Kantor Dinkominfo
Kota Depok.
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namun arah perubahan yang tidak boleh
keluar dari jalur peraturan yang ada.
Ditambahkan lagi oleh informan bahwa
Business process Reengineering (BPR)
sangat memungkinkan dilakukan jika
dilaksanakan secara serentak, di mana
proses kerja penerbitan IMB berkaitan
satu dengan lainnya (intansi lainnya).
Menginagt proses penerbitan IMB
adalah sebuah sistem pelayanan, maka
pendekatan juga harus menyeluruh
dengan dramatisir, fundamental, radikal
dengan tetap berfokus pada perubahan.

Dalam perubahan pada proses pener-
bitan IMB, diharapkan tidak mematikan
atau menghilangkan fungsi unit organisasi
yang ada. Jika dihilangkan akan menim-
bulkan keborosan anggran, di mana setiap
organisasi tentunya dalam operasional-
isasinya membutuhkan anggaran, semen-
tara fungsinya sudah berkurang atau bah-
kan sudah dihilangkan. Perubahan proses
kerja harus memperhatikan tentang struk-
tur, dan fungsi masingm-masing unit ker-
ja yang terlibat dalam proses penerbitan
IMB. Dengan itu perubahanakan mungkin
akan berjalan dengan baik dengan meli-
batkan semua unit kerja yang ikut dalam
proses penerbiatan IMB. Implementasi
BPR berdasarkan hasil wawancara kepa-
da informan, yang paling mendasar adalah
bahwa perubahan harus diawali dengan
perubahan dari perangkat hukum yang
mendasari proses kerja penerbitan IMB.
Yakni perubahan Peraturan Daerah ten-
tang IMB dan diikuti secara bersamaan
dengan perubahan struktur, tugas pokok,
dan fungsi masing masing unit kerja yang
terlibat langsung dengan proses penerbia-
tan IMB.
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SIMPULAN DAN SARAN.

Simpulan

Dengan  memperhatikan aspek
Business Process Reenginering,
ketersediaan  infrastruktur, dukungan

para pemimpin Daerah Kota Depok serta
Dukungan Sumber daya Manusia yang
ada di Kota Depok, maka Pelaksanaan
Electronik Government (e-government)
dalam proses penerbitan IMB di Kota
Depok, belum dapat mempermudah
masyarakat dalam memperoleh akses
pelayanan IMB pada masing masing unit
kerja yang terlibat dalam proses IMB.
Dengan beberapa penjelasan sebagai
berikut.

Dalam aspek infrastruktur electronic
government Kota Depok masih ditemukan
kelemahan di mana pemanfaatan dan
pengadaan infrastruktur masih bersifat
individualistik pada masing masing unit
kerja. Masih terlihat kelemahan dukungan
semua pihak dalam pelaksanaan electronic
government di Kota Depok, khususnya
dukungan komitmen pimpinan satuan
kerja dan juga pimpinan daerah yaitu Wali
kota. Pelaksanaan electronik government
dalam proses penerbitan IMB pimpinan
satuan kerja yang terlibat dalam proses
penerbitan IMB masih bersifat dukungan
motivasi.

Belum maksimal penggunaan portal
tunggal yangtelahdimilikiPemerintah Kota
Depok yaitu SIMAYA (Sistem Informasi
Manajemen Kantor Maya), sebagai
integrasi data antarsatuan kerja dalam
proses pelayanan IMB, konten aplikasi
SIMAYA tidak lengkap dan seyogianya
userfrendly terhadap kebutuhan pelayanan
IMB. Tidak dilakukan Business Process
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Reenginering melaui perubahan Standart
Operating Prosedure (SOP) dalam proses
penerbitan IMB di kota Depok, sebelum
penerapan electonic government.

Pegawaiyang mendukung pelaksanaan
electronic government sangat minim baik
dari aspek jumlah maupun dari aspek
kualitas. Tidak banyak pegawai yang
memiliki kompetensi sampai ke tingkat
programmer aplikasi yang banyak tersedia
masih kompetensi setingkat operator.

Dalam penelitian ini konsep baru
dalam penerapan electronic government
dalam proses penerbitan IMB di Kota
Depok adalah:

Pelaksanaan Electonic Government
dapat mempermudah akses pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan kepada masyarakat.

Saran

e Saran Akademis

Penerapan Electonic Government
hendaknya diawali oleh perencanaan, baik
perencanaan pengembangan infrastruktur

maupun perencanaan pengembangan
aplikasi melalui pengkajian ilmiah.
Perencanaan  electronik  government

diawali dengan kajian Business Process
Reenginering dari sebuah organisasiuntuk
itu maka melibatkan para pakar bidang
Administrasi Publik, dan Pemerintahan
khususnya bidang organisasi publik yang
memahami sistem kerja sebuah organisasi
pemerintah, sehingga dengan adanya
kajian Business Process Reenginering
maka Standart Operating Prosedur
IMB lebih sederhana dan menjadi acuan
dalam pengembangan aplikasi yang akan
dipakai.
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Perlu ada Pusat Kajian electonic
government di lembaga pendidikan atau
di pemerintah daerah untuk mengkaji
model-model penerapan electonic
government di  beberapa  organisasi
pemerintah daerah yang melakukan
proses penerbitan IMB. Kemudian untuk
memperkuat konseptual pelayanan publik
serta peran Ilmu administrasi publik
dalam penerapan electonic government.
Dan juga sangat berguna untuk mengkaji
fungsi-fungsi  organisasi  pemerintah
dalam pelayanan publik, serta melakukan
Business Process Reenginering sehingga
organisasi pemerintah yang melakukan
proses pelayanan IMB berdasarkan fungsi
dengan memiliki struktur yang ramping.

e Saran Praktis

Perlu diperkuat kerja sama dalam
transfer teknologi informasi dari para
pelaku industri teknologi informasi yang
ada di Kota Depok. Ini berguna untuk
memperkuat infrastruktur yang ada dan
sesuai dengan stadarisasi infrastruktur dari
industri telekomunikasi. Dan juga untuk
meperkuat pengawasan dalam pengadaan
infrastruktur Teknologi informasi di Kota
Depok.

Kemudian dalam penerapam electonic
government perlu dibangun komitment
dan penyatuan persepsi semua pemangku
kebijakan dan para pimpinan satuan kerja
untuk dapat sama-sama menerapkan
Electonic Government. Dalam hal ini
sangat perlu disusun aturan hukum dalam
bentuk peraturan daerah (PERDA),
peraturan wali kota (PERWALI) tentang
kebijakan umum penerapan electonic
government.
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Penerapan  Teknologi  Informasi
atau Electronic Government di sektor
pelayanan IMB membutuhkan aplikasi
pelayanan. Dengan demikian disarankan
dalam membangun aplikasi pelayanan
terpadu agar dilakukan dahulu business
process reeginering yang menghasilkan
penyederhanaan proses penerbitan IMB.
Dengan dasar hasil BPR baru dibangun
aplikasi dengan bahasa pemprograman
yang standart.

Infrastruktur Teknologi Informasi
pada Network Operating Centre (NOC) di
Dinas Komunikasi dan Informasi. Dengan
cara memperkuat fungsi dalam aspek
teknis Dinas komunikasi dan informasi
dalam penerapan electronic government.
Perlu diadakan secara berkala pelatihan
kompetensi Teknologi Informasi bagi
pegawai Kota Depok secara keseluruhan.
Mulai dari Tingkat Kelurahan, kecamatan
sampai tingkat Kota.

Perlu dibangun kelembagaan untuk
mempercepat  pelaksanaan  electonic
government yang dipimpin oleh Sekretaris
Kota sebagai Chief Information Officer
(CIO). Hal ini untuk memperkuat aspek
pengawasan, koordinasi, dan kerja sama
dalam pelaksanaan electronic government
antarinstansi di Kota Depok.
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